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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 19 April 1993, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Strata |, tempat kediaman di xx Kecamatan
Rengat Kab.Indragiri Hulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx.,
Advokat yang berkantor di JI. Jendral xxk, Indragiri Hulu berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Pelangko, 16 Agustus 1987, agama Islam,
pekerjaan Satpol PP, Pendidikan Strata |, tempat kediaman di xx
Kecamatan Rengat Kab.Indragiri Hulu. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Maret 2020 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 10 Maret

2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan akad nikah / perkawinan dengan
tergugat pada tanggal 12 Juni 2019 dan sebagaimana ternyata Kutipan Akta
Nikah Nomor: xxx telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya
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bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat,selama
perkawinan antara Penggugat/Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihnan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
diatasi terhitung sejak bulan November 2019 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh
berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati lbu Penggugat
yang sedang dalam kondisi sakit (stroke) bagaimanapun juga ibu penggugat
juga merupakan orang tua / ibu dari tergugat juga sehingga sudah
selayaknya lah tergugat untuk dapat menghormati, menghargai dan
menjaga ibu penggugat yang sedang dalam kondisi sakit tersebut;

5. Bahwa disaat ibu tergugat mau bersih-bersih rumah atau menyapu rumah
tergugat malah duduk santai sambil nonton TV dan tidak mau bergeser dari
posisi duduknya pindah duduk ketempat lain tetapi tergugat tetap saja santai
dan tidak ada inisiatif untuk membantu malah terkesan acuh dan tidak
memperdulikan ibu penggugat yang sedang sakit tersebut untuk tetap
melakukan pekerjaan membersihkan rumah tersebut;

6. Bahwa Tergugat jika berada dirumah tidak mau untuk membantu Penggugat
dalam melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya suami istri yang saling
membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan dirumah,
tergugat selalu sibuk bermain dengan handphonenya terkadang tergugat

sampai ketiduran dengan handphone tersebut;

~

. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering antara Penggugat dan Tergugat
dan jika terjadi pertengkaran tergugat sering ingin melempar penggugat
dengan handphonenya, sehingga membuat penggugat merasa tertekan dan
takut jika berada didekat tergugat;

8. Bahwa jika terjadi pertengkaran/perselisihan didalam rumah tangga tergugat

sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada tetangga dan

kepada keluarga maupun sanak famili Penggugat dan sering membuat
cerita atau memutarbalikkan fakta seolah-olah penggugatlah yang sering
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mengajak ribut sehingga penggugat sering disalahkan dan dianggap jelek
dimata tetangga dan keluarga penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik
tetapi tidak berhasil;

10.Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut
menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman lagi, Penggugat
sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka
Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan
Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali dengan jalan berpisah
dan bercerai;

11.Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan
kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 [2] yang berbunyi: Suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya ;

12.Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: Perceraian dapat
terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi
hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh karena itu sudah sepatutnya
Pengadilan dapat menerima pengaduan penggugat dan mengabulkan
gugatan perceraian penggugat;

13.Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik
demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat/tergugat serta untuk
menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah
satu prinsip ajaran Islam. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan

untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat
putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau jika Majlis Hakim perpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan
Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara ini, majelis telah
memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan kuasa Penggugat, yang telah
terdaftar di buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Rengat
Nomor 15/SK/2020 tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut,
ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat untuk beracara di
Pengadilan Agama Rengat. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim yang bernama xx, sebagaimana laporan mediator
tanggal 17 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi
tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban
secara lisan sebagai berikut;
= Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2019 di

Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

= Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat;

= Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi sejak tanggal 24 November 2019;

= Bahwa Tergugat selalu menghormati Ibu Penggugat, Tergugat mempunyai
inisiatif membantu Ibu Penggugat untuk membantu membersihkan rumah,
dan Tergugat selalu membantu Penggugat dalam melakukan pekerjaan
rumah tangga;

= Bahwa Tergugat tidak pernah ingin melempar Penggugat dengan
handphone ketika perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

= Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga
kepada tetangga dan keluarga Penggugat tetapi hanya meminta nasihat
kepada suami dari kakak ipar Terggugat terhadap persoalan rumah tangga

Penggugat dan Tergguat;

= Bahwa keluarga pernah mendamaikan persoalan Penggugat dan Tergugat
sebanyak dua kali;
= Bahwa Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat antara
berpisah atau tidak;
Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara
lisan tetap dengan gugatan Penggugat;
Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang
menyatakan tetap pada jawaban semula;
Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xx NIK 1402015904930003
tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 12 Juni 2019 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Saksi

Saksi |. xx, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 31 Desember 1954,

agama Islam, pendidikan S1, Pensiunan, tempat kediaman di RT. 06, RW.

03, Kelurahan Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten

Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu
Kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri
yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Juni 2019 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak bulan November 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat merasa tidak tenang hidup bersama Tergugat sehingga
Penggugat selalu merasa ketakutan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar sendiri
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu
kali terjadi pada bulan November 2019 di rumah Saksi;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
November 2019 sampai sekarang sudah berjalan enam bulan;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak
satu kali di rumah Saksi tanpa dihadiri keluarga Terggugat pada bulan
Februari 2020, tetapi tidak berhasil;

Saksi Il. xx, tempat dan tanggal lahir Kota Nopan, 31 Desember 1935,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat

kediaman di Jalan Hang Lekir, RT. 10, RW. 03, Kelurahan Kampung Besar

Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Nenek
Penggugat;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat cukup jauh
karena berbeda kelurahan;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri
yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Juni 2019 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perselisihan dan pertengkaran

Penggugat dan Tergugat terjadi;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Penggugat merasa tidak tenang hidup bersama Tergugat sehingga
Penggugat selalu merasa ketakutan kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat tentang
peristiwa perselisihnan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta
Tergugat juga mengakui perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah
Saksi konfirmasi kepada Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal karena diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
November 2019 sampai sekarang sudah berjalan enam bulan;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
hanya menasehati Penggugat dan Terggugat saja dan tidak berhasil

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti maupun saksi di
persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap
pada gugatan semula, dan Tergugat telah didengar kesimpulannya tidak
keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara
sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara
ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal
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49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah
dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita
acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah
mengemukakan haknya dipersidangan, dan Tergugat hadir pada persidangan
yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 147 RBg. Jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat
Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim xx namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Maret
2020, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a
guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat
mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya
pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan
diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan
alat-alat bukti yang sabh;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan

Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada
wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti
surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868
KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di
persidangan (Mariani binti lIbrahim dan Sapiah Nasution binti Lelo Sutan
Nasution) merupakan orangtua Penggugat dan nenek Penggugat, serta saksi
menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah
memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan
pendengaran mereka langsung terhadap peristiwva perkara, dan materi
kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu
mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah perginya Tergugat
meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2019, dan Penggugat dengan
Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai

suami istri;
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Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan
Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti atas
bantahannya, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan,
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal
12 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu;

2. Bahwa sejak bulan November 2019, antara Penggugat dengan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak
bulan tersebut Tergugat pergi dari rumah bersama;

3. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat;

2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma
Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf

(f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah
tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah
tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa
ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum
ayat 21 yang berbunyi:

) a3 835881 Jass L] o) 15551 a8l 02 o5 15 D1l ges

095?-‘:-5-75@54% wilsd A5 s

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh
Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat
(Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah
Harinja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Ahmad Zaki Rusmani, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. Dra. Hj. Roshah Zaleha
Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harinja, M.H.
Panitera Pengganti,
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Ahmad Zaki Rusmani, S.H.l.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan Rp120.000,00

PNBP Panggilan P dan T Rp20.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

oOUh bR
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